
MENIERI KEUANGAN
REPTIBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR r22 lPt{R. 02 | 2oo8

TENTANG

TATACARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

Menimbang

Mengingat

TAHI.IN ANGGARAN 2OO8

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belania Negara

Tahun Anggaran 2008, telah dianggarkan belania untuk

Bantuan Langsung PuPuk;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan

Langsung Pupuk, diperlukan tata cara penyediaan anggaran,

pencairary dan pertanggungiawabannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran'

Pencairary dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung

Pupuk Tahun Anggaran 2008;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara- (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Noiror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik fregara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 70, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomot 4297J;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

PengelJlaan din, Tanggung Jaw.ab- Keuangan NeCT.a

(Leribtran Negata nup"6lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66'

iambahan Le*bntan Negara Republik Indonesia Nomor

4400);



5.

MENTERT KEUANGAN
fiEPUBUK INDONESIA

..)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendap"atan aJn neUnla Negara Tahln- Anggaran 2008

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

ig3, fumbanat 
*t 

embaran Negara Republik Indonesia Nomor

cnb; teUugui*ana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 fahun 2008 (l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48t18);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang

Pendiriary Pengurusan, Pengawasan, dan Pembrrb.aran Badan

Uraf,u Vtiiit Di"gutu pembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 N-omor 117, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemetintah (Lembaran Negara

nep,rUiit Indonesia Tahun 2006 Nomor 25' Tambahan

L"irrbarun Negara Republik Indonesia Nomor 461'4);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

PeLksanaan Anggaran Pendapatan ai" B:^lTl: Negara

iil;; N"g"Jahepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)

;;;;;;""" telah diubai dengin Sp"T:P}:siden 
Nomor

ii f?t"tt 2004 (Lembaran Nelara Republik Indonesia Tahun

2004 No-or gZ, fu*UuhutJ lembiran Negara Republik

Indonesia Nomor 4418);

6.

7.

8.

g. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

]'0.PerafuranMenteriKeuanganNomor0S/PMK.02/2005tentang
Pengelolaan Bagian Angg"aran Pembiayaan dan Perhitungan;

11 'Pera turanMenter iKeuanganNomor .134/PMK.06/2005-- 
i*.rtang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran

PendaPatan dan Belanja Negara;

1'2,PeraturanMenteriKeuanganNomor80/PMK.05/2007tentang
Petunjuk Penyusunan d?n Penelaahan Rencana Kerja dan

l;;;t"" Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan'

Penelaahan, Pengesahan lan Pelaksanaan DaItar Isian

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008;

13.PeraturanMenteriKeuanganNomors2/PMK.05/2007tentang-- 
iuo Cara Pencairan,pa# ntus Beban Anggaran Pendapatan

dan Belania Negara melalui Retening Kas Umum Negara;

14..PeraturanMenteriKeuanganNomorgl/PMK.06/2007tentang
Bagan Akun Standar;



Memperhatikan :

Menetapkan
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK'05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

Peratutan Menteri Pertanian Nomor 3O/Permentan/

C)T.1.40/6/ 2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung

Pupuk Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN

PERTANGGUNG ]AWABAN BANTUAN LANGSI^JNG PUPUK

TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan

Bantuan Langsung Pupuk adalah pengadaan dan penyafulan

pupuk vang f,rdiri aari pupuk NPK, pupuk organik granul dan

ffi;-k ;;;k cair dalam lunrtah tertentu yang disalurkan oleh

b"me.i"taL secara gratis kepada kelompok tani

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman le3ada 
Petaturan

Mented Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan

l,angsung Pupuk Tahun Anggaran 2008'

(2) Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
'-'r-JltJru*iurl "ot"r'' Pr Su"g Hyang Seri (Persero)-dan

PT Plrtani (Persero) sesuai keientuan Peraturan perundang-

undangan.

(3) Harga Pokok Penyerahan (HPP) BalqT]anCsung Pupuk
'-' 

iutirl Anggaran 2008 mengacu- P4l..ryI yang ditetapkan

oleh Menteri Negara BadaniJsaha Milik Negara berdasarkan

ketentuan perafllran perundang-undangan'

Pasal 3

(1) Dana Bantuan Langsung Pupuk dianggar*an dalam Anggaran
'-' 

;;;";;;" at" r"i'"j""u"gara (ereNl rarmn Anggaran 2008

atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran ZUU6'

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Bantuan langsung
' ' ' 

Pupuk, tvtirteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran

;;#ok". ;irektur Jenieral Tanaman Pangan-Departemen
peitanian setatu Kuasa Penggurn Anggaran'



MENTEFI KEUANGAN
HEPUBLIK INDONESIA

-4 -

(3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan pemberitahuan
' ' 

tertulis Pagu anggaran Bantuan Langsirng Pupuk kepada

Direktur JJnderal 
- 
Tan"man Pangan-Departemen Pertanian

selaku Kuasa Pengguna Anggaran'

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

dasar bagi Direktui Jenderal Tanaman Pangan-Departemen

Pertanian untuk mengajukan usulan penyediaan dana Bantuan

Langsung Pupuk kepada Direktur Jenderal Anggaran'

(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)'

Direktur jenderal Anggaran menerbitkan Srrrat Penetapan

Satuan Anggaran Per Satuan Kerja pP€-AITSK) yang besamya

*.t gt"o p"#a jumlah pagu yang- tersedia dalam APBN Tahun

td;;# 200d atau eps"N-i'"t"uuhun Tahun Anggaran 2008

sebigaimana dimaksud pada ayat (1)'

(6'l SP-SAISK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
t"' 

"Lr,'pi."t*i 
;"qna".at Anggaran kepada-Direktur Jenderal

Perbendaharaan dan Direltur ]enderal Tanaman Pangan-

Departemen Pertanian'

{n Atas dasar SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5)'
t'' 

ilJ"r.*t-i*aeral ranamair Pangan-Departemen Pertanian

selaku Kuasa Pengg;una Anggaran-mener6itkan konsep Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaian (DIPA) Bantuan Langsung

Pupuk.

(8) Berdasarkan SP-SAI€K dan konsep DIPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (7)' Direktur Jenderal Perbmdaharaan

menerbitkan Surat Pengesahan DIPA'

(9) Berdasarkan DIPA sebagaimana d*$1L n1" 
avat (8)'

-' 
;;;;;; Ienderal ru*tiu. Pangan-Departemen Pertanian

;;il;- p"4"";i"" a"'tan sr sa:rs uranp$1ilfetsero) dan

ff- p*trti ifu""'o; ibagai daiar pelaksanaan Bantuan

i-"gt""g p"p"t Tahun Ang-garan 2008'

o0 lg""iii- -1"-!*1trT",ffi,*illr tlt '*o" .3 $ff"1
ditandatangaru oren

;;;;;g"? oleh piiei<tur Jlnderal ranaman Pangan-

Departemen Pertu,t"tt J"ttgutt Direktur Utama PT Sang Hyang

i".i (P"rr"to) dan PT Pertani (Persero)'

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Departemen Pertanian

selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan:

a. pejabat yang dibeti wewenang untuk melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belania Bantuan Langsung l-uPuK;
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b. peiabat yang diberi wewenanC utthrk melakukan

ir.,i.tt;* t"erhadap perminiaan -pembayaran 
dan

*"riuttautut gutti Suiat Perintah Membayar (SPM) untuk

pembayaran Bantuan Langsung Pupuk'

(2) Tembusan surat keputusan penuniukan peiabat sebagaimana

dimaksud pada ayai (1) disampaikan fladl,or-eftur Jenderal

Perbendaharaan c'q' Direktur Pengelolaan Kas Negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 5

(1) Berdasarkan Berita Acara penerimaan BantuTl . Langsung
'-' 

P";;k k"pudu kelompok tani penerima' Direksi PT Sang

;;;; ;Ji (Persero) ian vr Pertani (Persero) mengaiukan

o".*i-,tuur, pembayaran Bantuan Langsung Pupuk secara

;"*il kep'ada birektur Jenderal Tanaman Pangan-

DepartemeriPertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran'

(2) Berdasarkan permintaan Pgbayatan ll-:T^C-It""C 
t*t

(Persero) dan PT Pertai persero) sebagaimana dimaksud

Ir"i" .yl frl, Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Departemen

Pertanian selaku Kuasa Penggurn Anggaran.mlnugas-kan tim

""tif["ti 
untuk melakuka"ri verifikasi terhadap dokumen

tagihan Bantuan Langsung PuPuk'

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (E ditetapkan
t-' 

;"h Direktur lenderal Tanaman Pangan-Departemen

Pertanian selaku Kuasa Penggurn Anggaran'

(4\ Verifikasi dilaksanakan sesuai dengarr Standar Operasional
'-' 

P;;;;;;y;"g ditetapkan oleh Kuasa Penggun4 Anggaran'

(5) Hasil verifikasi sebasaimana dimaksud pada ayat (4)'
t", 

oi**gL* dulum n"rit"u ,q..ara Verifikasi yang ditandatangani

oleh pihak yang meiakukan verifikasi dan pihak yang

diverifikasi

Pasal 6

(1) pejabat T0"".ff""i:ffi;Xilflriffi" i##'J##*
menerbitkan dan rr

i*ti;- P"rbtttdur'a"a1l c'q' Direktur Pengelolaan Kas
'ni"gtiu 

,"t"ko r""sa Bendahara Umum Negara dengan

dilamPiri:

a. kuitansi Penagihan;

b. Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 aYat (5);

c. Perlanjian pelaksanaan Bantuan lang-sung Pupuk
- 

u"U'.gii*t"t dimtksud dalam Pasal 3 ayat (9)'
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(2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada 
'ayat 

(1)'

Direktur Pengelolaan K; N"g*" menerbitkan Surat Perintah

;"*;;;; 
- 

6'"" (sP2D) dalam. rangka pelaksanaan

P"-UuYu*" n*tuan Langsung PuPuk'

(3) Tata cara penerbitan SP2D Bantuan Langsung Pupuk

"' ;;;g";;u'ai"tt""a pua" uyut (2) 
-ditaksanakan 

sesuai

keteituan peratuan perundang-undangan'

Pasal 7

(1) Pada bulan Desember tahun anggari" b"4'ili1.:i:1 anggaran
t" 

;;;;;;;g""'g ropot v*"f bd.'* ditagihkan/diproses

oembayarannya utu't ait"*p"utkan ke dalam Rekening

Cadangan Subsidi/ PSO'

(2) Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud

pada ayat g1 m"ng'xui keientuan Peratffan perundang-

Lndangan'

(3) Jumlah dana sisa anggaran Bantuan ̂ Lup"l1-g 
Pupuk yang

dapat ditempatk"" d; R"kening Cadangan €ubsidi/PSo

didasarkan puau p"'niiitg;; Pr 5;g Hyalg seri (Persero)

dan PT Pertani (P*';;;;:;l;Jah Bituan l-angsung Pupuk

yang belum ditagihkan'

(4) Perhitungan t:!"cg*T--uff:::o
il;;;ik* oreh fr. s"",c 1lllg\urq']r'IrBr-*' 

rda Direktur
PT Pertani (Persero; rePa

;""s;;;;;*'men- Perianian sel-atu

ffi;";*"".-;ilk 9i"ip^i5T "^l"3;i";";Xil;il;; Paling lambat tanggal

pada ayat (3),

Seii (Persero) dan

Jenderal Tanaman
Kuasa Pengguna
Direktur Jenderal

17 . Desember tahun

anggaran berialan'

(5) Penempatan dana- pada Rekening Cadangan Subsidi/ PSO

sebagaimana dimaksuo p"J" 
"y"t" 

(r)' paling tinggi sebesar

sisa Pagu DIPA'

(6) pejaqt v*s qib:ll-1"ff;1;?J"H ilffiTdilruffi
ITH?'"ff ilililT"lfl:lffiil'u."n*'*""'"-'"'-r
SPM PenemPatan Lal

Dkektur Jenderal Perbt

Kas Negara'

(7) PenvamPaian SPM sebaga*"a dlyf:d pada ayat (6)
'' 

dilampiri dengan Sirat Pernyataan 'Kesanggupan
Menvllesaikan p"t"quuiis?rcwf yJ"g g":a^tangani oleh

Direksi PT suog uyuois")i p"tt";;1 aa1 ry lery-* (Persero;

dan disetujui oi"ft bi"ttitt ]enaeral T*TT Parigan-

ilp*i"*"'ir.rtaniarrselakuKuasaPenggunaAnggaran.
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(B) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud- pada ayat (6)

Direktur Jenderal Perbendaharaan c'q' Direktur Pengeloiaan

Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) u;tuk Rekening Cadangan Subsidi/PSO'

(9) Tata cara penerbitan SP2D Bantuan Langsung Pupuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 8

(1) Untuk Pencairan Cadangan Dana Subsidi/ I€O yang belum

ditagihkan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) 
*" 

* Pertani

(p"."r"-), Direksi Pf suttg Hyang Seri (Persero). 
.dan

i"r pertatri (Persero) menyampaikan sTal Permintaan
pembayaran dana Bantuan Langsung Pupuk kepada Kuasa

Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

(2) Permintaan dana Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6"

(3) Permintaan pencaran cadangan 9u* 
subsidi/PSO

\-'' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diterima oleh Kuasa

Peng"gurm Anggaran paling lambat pada tanggal 15 Februari

tahun anggaran berikutnYa'

(4) Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penelitian dan

veri-fikasi atas permintaan PT Sang Hyang. Seri (Persero) dan

ff p"t,"* (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Peneiitian dan verifikasi dilakukan tertndap keiengkapan

dokumen, kesesuaian permintaan pembalql yang diajukan

;kh PT Sung Hyu.g Seri (Perseroi dan,PT Pertani (Persero)

densan ketentuan yang berlaku dan me:nperhatikan

t"i"?t"ir"t" pagu dana 
" 

Bantuan Langsung Pupuk yang

lii"*pu*utt pud"a Rekening Cadangan Subsidi/t'SO'

Hasil perielitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

"t"i 
pi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi'

BerdasarkanBelitaAcaraVerifikasisebagaimanadimaksud
oada avat (6), Di,rektur Jenderal Tanaman Pangan-Departemen

;Jffi; ;i"k;i"""; Pengsuna Anggaran menvampaikan

surat permintaan pencairan"tadangan Dana subsidi/PSo

;;;;;; 
-nl'"m' 

Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan

peiaturan Perundang-undangan'

(5)

(6)

(7)
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(8) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pencairan

Cadangan Dana Subsidi/I€O kepada.PT Sang Hyang Seri

(Perser"o) dan PT Pertani (Persero). berdasarkan Surat

Permintaan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (Q'

(9) Pencairan Cadangan Dana Subsidi/PSO sebagaiinana

dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

(10) Dalam hal jumlah dana Bantuan Langsung Pupuk hasii

penelitian dan verifikasi lebih kecil dari dana yang tersedia

dulam Rekening Cadangan Subsidi/I€O sebagaimana

dimaksud dalam Pasal Z ayit 1t1, maka dana yang tersisa pada

Rekening Cadangan SuUsidlTnSO harus segera disetorkan ke

Kas Nefara ,"r,iui d"ttgutt ketentuan Peiaturan perundang-

undangan.

(11) Dalam hal jumlah dana Bantuan Langsung Pupuk hasil
'--' 

pur,"litian dan veriJikasi lebih besar dari dana yang tersedia

ialam Rekening Cadangan Subsidy' PSO sebagaimana

dimaksud dalam Pas al 7 
-ayat 

(1)' maka iumlah yang dapat

dimintakan pencairannya adalah maksimal sebesar jumlah

dana pada Rekening Cadangan Subsidi/I€O'

Pasal 9

(1) Pf Sang Hyang Seri (Persero) dan.PT ?ertani (Persero)

menyanipaikar, laporan P"{attgry:CiuYaban penggunaan

;#*; Bantuan Lu"g""tg r"pu|tertla Direktur Jenderal
iuil*u. Pangan-De[a*einen- Pertanial-^selaku Kuasa

Pengguna Anggaran pating tambat tanggal 20 Pebruari tahun

anggaran berikutnYa'

(2) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimarra-dimaksud pada
\-'l 

#,*0) lt*aftniilngnya meliputi target dan realisasi

plnyaioran Bantuan Langsung Pupuk'

(3) PT Sang Hyang Seri (Persero) dt T 
Pertani (Persero)

bertanggung iawab '"t"'u iormal dan material atas

pelaksanaan penyediaan dan penyaluran Bantuan l-angsung

Pupuk.
Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Departemen Pertanian

selaku Kuasa Pengguna Anggaran -bertanggung 
jawab atas

penyaluran dana Bantuan Langsung ruPuK'
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(2\ Kuasa Pengguna Anggaran c'q' pejabat yang diberi
t-' 

t"-"""ttgu""i"*t melJiukan tindakan yang mengakibatkan

;;;gJ";" dana Bantuan Langsung Pupuk waiib
'-"tiyu*pultutt 

Laporan Realisasi Anggaran kepada Menteri

K";g; cq. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan

ketentuan petaturan perundan-undangan'

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud.pada ayat (2)
'"' 

ii#iui hungan iokurnen pJndukunp antara lain salinan SPM

dan Sl'2D.
Pasal L1

(1) Pelaksanaan Bantuan Langsung-Pupu\tl:n T 
Sang Hyang

'-' 
s"ri-tpurr"ro) dan PI Periani lrersero) diaudit oleh auditor

yang' berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

(2) Laporan hasil audit sebagaimana tt*1ks:U lida 
ayat (1)

\-'l 
dis'ampaikan kepada DirJktur Jenderal Tanaman Pangan-

DepartemenPertanian,DirekturlenderaiAnggaran'dan
Diiektur ]enderal Perbendaharaan'

(3) Apabila terdapat selisih kurang pembayaran Bantuan
'"' 

#,,grong Pupuk antara valq Slah gt9:l"Ll:piu" PT sang

Hyang seri pu"'"'ofJui Pi Pertani (Persero) dengan hasil

auditsebagaimanuoi"tuk"'dpadaayat(1) ' jumlahsel isih
kurang dimaksoa 'utJuft mendapat- persetujuan dari Menteri

Keuangan duput aiu"-olku" ottt"i dianggarkan dalam APBN

tahun anggaran U"titot"yu atau APbN-Perubahan tahun

anggaran betikutnYa'

(4) Apabila terdaPat selisih lebih pembayaran Bantuan l-angsung

Pupuk antara yt tg t"i*t aiutyat tepudt T 
S*s Hyang seri

(Perseto) dan PT p"toJ if*t"i") qTqut hasil audit

sebagaimana am"rc"Jaui"tl"y"t 1i;' r"r Sut'e 
"l-:ig-*i

iP;;*t.) dan PT Pertani fersero) l*Y.":q::-**nvetotKan
kelebihan pu*Uuy*u"-t"t""U"t ke Kas Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-unclangan'

Pasal 12

Apabila pada Tahun Anggaran 2009 masih glt"Sfft$ dana untuk

;ffi;;?;;; td;;;l;';"*u" dui' 
-Feraturan Menteri

d;;;" 
"i;;p""* 

ari;"""rt"" sebagai acuan 'dalam 
penyediaan

anggara& Pencaran oan pertanggungiawaban Bantuan Langsung

Pupuk Tahun e,'gg"'u'l'z0oel"s*t*y"1 dengan ditetapkannya

perlgganti Peraturan Menteri Keuangan lru'
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Pasal 13

PeratanMenteriKeuanganiniberlakusejaktanggalditetapkan
dan mempunyai daya iut" t"*t terhitung seiak tanggal

1 ]anuari 2008'

Asar setiap orang mengetahuiny".t""*"t11:1Y:Pengumuman

Peraturan Mented f""u"fut i"l dut'g- PenemPatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia'

DitetaPkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


